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PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK SKPD)
DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 secara tertib administrasi dan

bertanggungjawab, perlu menunjuk Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK SKPD) pada Dinas

Kesehatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada

huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Dinas Kesehatan Kota Salatiga.

. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat;

. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat Il Salatiga dan Kabupaten Daerah

Tingkat II Semarang;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara serta Penyampaiannya,

12. Peraturan daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

13. Peraturan daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 206 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 42 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;

18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 37 Tahun
2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kota Salatiga;

19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 110 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kesehatan;

20. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 5 Tahun 2022,
tanggal 19 Desember 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023;

21. Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2022,
tanggal 19 Desember 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023.

Keputusan Walikota Salatiga Nomor 910/614/2022
tentang Penjabat Pengguna Anggaran, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara PenerimaanDinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK SKPDj pada
Dinas Kesehatan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023,
dengan data sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD Dinas
Kesehatan Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU keputusan ini bertugas :

a. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan

kegiatan.



b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal JO Desember 2022

Tembusan :
1. Pj. Wali Kota Salatiga;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala BPKPD Kota Salatiga;
4. Yang bersangkutan.



Lampiran Keputusan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga
Nomor :950/3515/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK-SKPD)
DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2023

4.

Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota.

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat

JABATAN JABATAN SUMB
NO NAMA /NIP DALAM DALAM KEGIATAN ER
DINAS KEGIATAN DANA
1. Suhardi, SKM, M.Kes. Kasubag Pejabat . Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja APBD
NIP. 19741110 200212 1 Umum dan Pelaksana Perangkat Daerah.
011 Kepegawaian | Teknis Kegiatan . Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
(PPTK) . Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah.
. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah.
. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah.
. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan
secara Terintegrasi
2. Siti Zubaidah S.Si,Apt. Sub Pejabat 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk | APBD,
NIP. 19751031 200212 2 Koordinator | Pelaksana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | DAK,
003 Farmamin Teknis Kegiatan 2. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas | dan
dan (PPTK) Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah | DBHC
Perbekes Kabupaten /Kota. HT
3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi




Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat

Tradisional (UMOT).

. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri

Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu
yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.

. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Post Market pada Produksi dan Produk Makanan
Minuman Industri Rumah Tangga.

dr. Prasit Al-Hakim Kabid P2P Pejabat . Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan | APBD,
NIP. 19730820 200501 1 Pelaksana UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DAK ,
006 Teknis Kegiatan dan
(PPTK) DBHC
HT
Sunaryo Sridono, S.Kep., Sub Pejabat 1. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
M.Kes. Koordinator | Pelaksana Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain
NIP. 19730921 199903 1 Promosi dan | Teknis Kegiatan Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot
006 Pemberdaya | (PPTK) Air Minum (DAM)
an 2. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,
Kesehatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas
Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif
Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sri Mulyani, S.ST Pranata Lab. | Pejabat 1. Peningkatan Pelayanan BLUD BLUD
NIP. 19711012 200212 2 Kesehatan Pelaksana
004 Ahi Muda Teknis Kegiatan
KPM (PPTK)
Tri Haryanto, S.ST Perawat Gigi | Pejabat 1. Peningkatan Pelayanan BLUD BLUD
NIP. 19721130 199203 1 Ahli Muda Pelaksana 2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk | DAK
005 Puskesmas Teknis Kegiatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota




Sidorejo Lor | (PPTK) 3. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. Rina Murdaningsih S., Nutrisionis Pejabat 1. Peningkatan Pelayanan BLUD BLUD
S.Gz. Penyelia Pelaksana 2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk | DAK
NIP. 19830106 200604 2 Puskesmas Teknis Kegiatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
006 Tegalrejo (PPTK) 3. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. drg. Prillia Budiawanty Dokter Gigi Pejabat 1. Peningkatan Pelayanan BLUD BLUD
NIP. 19730426 200501 2 Ahli Madya Pelaksana
008 Puskesmas Teknis Kegiatan
Kalicacing (PPTK)
8. dr. Richa Puji Astutiningsih | Dokter Ahli Pejabat 2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk | DAK
NIP. 19891017 202012 2 Pertama Pelaksana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
004 Puskesmas Teknis Kegiatan 3. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan
Kalicacing (PPTK) UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan
Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
9. dr. Rahajeng Iskinitra Dokter Ahli Pejabat 1. Peningkatan Pelayanan BLUD BLUD
Supraba Pertama Pelaksana 2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk | DAK
NIP. 19930214 202012 2 Puskesmas Teknis Kegiatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
001 Mangunsari | (PPTK) 3. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan
Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
10. |dr. Galuh Ajeng Hendrasti Dokter Ahli Pejabat 1. Peningkatan Pelayanan BLUD BLUD
NIP. 19821014 201001 2 Madya Pelaksana 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan | DAK
017 Puskesmas Teknis Kegiatan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Cebongan (PPTK) 3. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan

Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat




Daerah Kabupaten/Kota

11. | dr. Aniswati Desi Dokter Gigi Pejabat 1. Peningkatan Pelayanan BLUD BLUD
NIP. 19851226 202012 2 Ahli Pertama | Pelaksana
001 Puskesmas Teknis Kegiatan
Sidorejo (PPTK)
Kidul
12. | Refinna Sari, S.S.T. Bidan Pejabat 1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan | DAK
NIP. 19860806 200902 2 Penyelia Pelaksana UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
004 Puskesmas Teknis Kegiatan 2. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan
Sidorejo (PPTK) Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat
Kidul Daerah Kabupaten/Kota
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